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Pasal 346 KUHP: “Seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan
atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu diancam
dengan pidana penjara paling lama empat tahun penjara”.

Pasal 347 KUHP: “(1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau
mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan
pidana penjara paling lama dua belas bulan; (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan
matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Pasal 348 KUHP: “(1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau
mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan
pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan; (2) Jika perbuatan itu
mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama
tujuh tahun”.

Pasal 349 KUHP: “Jika seorang tabib, bidan atau juru obat membantu
melakukan kejahatan yang tersebut Pasal 346, ataupun melakukan atau membantu
melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka
pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan
dapat dicabut hak untuk menjalankan pencaharian dalam mana kejahatan itu
dilakukan”.

Sedangkan di dalam undang-undang kesehatan tidak dijelaskan apa yang
disebut aborsi tetapi menggunakan istilah “tindakan medis tertentu”. Dalam Pasal
15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
menyatakan bahwa dalam keadaan darurat upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu

hamil dan atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu. Sedangkan apa
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yang dimaksud dengan “tindakan medis tertentu” tidak dijelaskan dalam undang-
undang tersebut.

Apabila dicermati, ketentuan Pasal 15 undang-undang tersebut diatas
merupakan suatu rumusan yang “mendua hati” atau ambigu dan bertentangan
dengan prinsip pembuatan suatu undang-undang, yaitu clear, complete, and
coherent (jelas, lengkap dan terpadu). Dari ketentuan Pasal 15 ini terlihat tidak
adanya kejelasan, keserba terkecukupan dan keterpaduan antara ketentuan yang
satu dengan yang lainnya. Penggunaan istilah “tindakan medis tertentu” dapat
dijadikan justifikasi bagi para dokter yang melakukan tindakan yang secara
materil merupakan tindakan aborsi sehingga ia dapat berlindung dibalik Pasal 15
Undang-Undang Keschatan. Ketentuan ini sangat membuka peluang semakin
maraknya praktik aborsi yang terjadi akhir-akhir ini.

Berdasarkan kepada uraian tersebut di atas, maka adapun yang menjadi
alasan pemilihan judul adalah :

1. Penulis tertarik karena tindakan medis tertentu yang diatur dalam Undang-
Undang Keschatan, masih dapat disalah tafsirkan dan juga dijadikan
payung hukum oleh seorang dokter, bidan untuk melakukan aborsi.

2. Penulis tertarik karena masih seringnya terjadi aborsi ditengah masyarakat.

3. Tersedianya buku-buku dan bahan-bahan hukum lainnya yang dapat
menjawab atas permasalahan yang timbul.

D. Permasalahan
Permasalahan adalah merupakan suatu bentuk pertanyaan yang timbul

karena adanya berbagai uraian atau penjelasan dalam suatu pembahasan. Untuk

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Me%a&él;eﬁom (repository.uma.ac.id)25,/7/24



Budi Irawan - Pertanggungjawaban Delik Aborsi Ditinjau dari Undang-Undang NO.23 Tahun....

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Meia&égeﬁom (repository.uma.ac.id)25,/7/24



Budi Irawan - Pertanggungjawaban Delik Aborsi Ditinjau dari Undang-Undang NO.23 Tahun....

perkuliahanya di Perguruan Tinggi dalam jenjang pendidikan S1 Ilmu
Hukum.

b. Untuk memperluas pengetahuan penulis dibidang Hukum Pidana dan
khususnya mengenai tindak pidana aborsi.

c. Untuk membantu pembaca, khususnya mahasiswa untuk mendapatkan

bacaan yang relevan dengan pembahasan skripsi ini.

G. Metode Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Sumber data primer: ialah berupa data yang diperoleh dari penelitian
lapangan (field research).

b. Sumber data sekunder: ialah berupa data yang diperoleh dari penelitian
kepustakaan (library research) yang terdiri atas :
- Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan
- Bahan hukum sckunder, berupa rancangan peraturan perundang—

undangan, literatur, jurnal serta hasil penelitian terdahulu

- Bahan hukum tertier, berupa kamus, ensiklopedia dan leksikon.

H. Sistematika Penulisan
Dalam skripsi ini adapun sistematika penulisan yang dimaksud adalah
sebagai berikut :
- BABIPENDAHULUAN
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D. Metode Aborsi Bedanya Dengan Pembunuhan

Menurut Sofwan, ada beberapa metode Abortus Provokatus criminalis
yang dapat dilakukan sendiri atau dilakukan oleh orang lain, dengan cara sebagai
berikut :

1. Menggunakan kekerasan umum (general violence) yaitu dengan melakuan
kegiatan fisik yang berlebihan, misalnya lari-lari.

2. menggunakan kekerasan lokal (local violence) yaitu dilakukan tanpa
menggunakan alat medis (non medis), misalnya memijat perut bagian
bawah dengan menggunakan alat medis, tang kuret, menggunakan alat non
medis, misalnya kawat, menggunakan zat-zat kimia, misalnya larutan zink
chloride.

3. Menggunakan obat-obatan obortifisien, seperti obat emetika dan obat
omenagoga atau obat pelancar haid.

4. Menggunakan obat-obatan echolica atau perangsang otot-otot rahim,
seperti kinina.

Ditinjau dari segi usia kehamilan, abortus provokatus medicinalis
dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu :

1. Aborsi pada triwulan pertama sampai dengan 12 minggu. Pada kehamilan
sampai batas 7 minggu pengeluaran isi rahim dilakukan dengan kuret
tajam, agar ovum kecil tidak tertinggal, maka ovum uteri dikerok
seluruhnya. Apabila kehamilan melebihi 6 sampai 7 minggu digunakan
kuret tumpul sebesar yang dapat dimasukkan. Setelah hasil konsepsi

sebagian besar lepas dari dinding uterus maka hasil tersebut dapat
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dikeluarkan dengan cunan abortuis dan kemudian dilakukan kerokan hati-

hati dengan kuret tajam yang cukup besar, apabila diperlukan dimasukkan

tampon kedalam uteri dan vagina yang akan dikeluarkan esok harinya.

2. Aborsi pada kehamilan 12 sampai 16 minggu. Aborsi dilakukan dengan
menggunakan perpaduan antara dilatasi, kuret dan pengisapan. Bahaya
dari cara ini adalah terbentuknya luka-luka yang menimbulkan
pendarahan.

3. Aborsi pada triwulan kedua (Kehamilan sampai 16 minggu), dilakukan
dengan menimbulkan kontraksi-kontraksi uterus supaya janin dan plasenta
dapat dilahirkan secara spontan. Cara yang dilakukan adalah dengan
melakukan esantasi (pembiusan lokal).

Perbedaan aborsi dengan tindak pidana pembunuhan, sebagaimana diatur
dalam Pasal 341 KUH Pidana adalah pada unsurnya. Aborsi dilakukan pada saat
janin masih berada dalam rahim, kemudian dengan menggunakan beberapa
metode yang telah diuraikan tersebut di atas, maka pertumbuhan dari janin
tersebut diakhiri dengan berbagai alasan. Sedangkan pembunuhan, yakni janin
yang berada dalam tersebut telah lahir. Setelah janin tersebut lahir, dalam
tenggang waktu tertentu kemudian bayi tersebut diakhiri kehidupannya dengan
berbagai cara oleh pelaku. Misalnya membuangnya dalam selokan, menutup

mulutnya sehingga ia tidak dapat bernafas dan lain sebagainya.
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kesehatan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif),
pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan
kesehatan (rehabilitatif), yang dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan
berkesinambungan. Di dalam penyelenggarannya, upaya kesehatan itu dilakukan
secara serasi seimbang oleh pemerintah perlu mengatur, mebina dan mengawasi
baik upayanya maupun sumber dayanya agar penyelenggaraanya berhasil guna
dan berdaya guna.

Dilihat dari sumber daya yang ada, maka dokter merupakan sumber daya
yang paling utama yang berperan dalam pelayanan medik. Adapun pelayanan
medik tersebut dilakukan sebagai pelaksanaan suatu profesi yang merupakan
pemberian pertolongan medik berdasarkan keahlian, keterampilan, dan ketelitian
yang menimbulkan hubungan hukum dan dikenal sebagai transaksi traupetik.

Dalam hal kaitanya antara seorang tenaga medis dengan pasien dalam
pelayanan kesehatan (medik), maka berlaku beberapa asas hukum yang mendasari
atau terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :

1. Asas Legalitas
Di dalam undang-undang No. 23 Tahun 1992 asas ini tersirat dari
ketentuan Pasal 50, yang menyatakan bahwa tenaga kesehatan bertugas
menyelenggarakan atau melakukan kegiatan sesuai dengan bidang
keahlian dan atau kewenangan tenaga kesehatan yang bersangkutan. Hal
ini berarti bahwa pelayanan medik hanya dapat terselenggara jika tenaga
kesehatan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan dan perizinan

yang diatur dalam perundang-undangan. Persyaratan dan perizinan
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pelayanan medik, dapat diartikan sebagai keseimbangan antara tujuan dan
sarana, antara sarana dan hasil, antara manfaat dan resiko yang
ditimbulkan dari upaya medik yang dilakukan. Asas ini erat kaitannya
dengan masalah keadilan, dan telah terkandungan pula dalam pasal 2 (d)
yaitu asas adil dan merata. Dapat dikatakan bahwa merumuskan isi atau
norma keadilan, tidak semudah merumuskan hakihat keadilan. Hakikat
keadilan, yaitu penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan
seseorang terhadap orang lain dengan menggunakan suatu norma yang
menurut pandangan subjektif melebihi norma lainnya.

3. Asas tepat waktu. Asas ini sangat diperlukan karena akibat kelalaian
memberikan pertolongan tepat pada saat yang dibutuhkan dapat
menimbulkan kerugian pada pasien. Sehubungan dengan itu dalam Pasal
55 undang-undang No. 23 1992 ditegaskan bahwa setiap orang berhak
atas ganti kerugian akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh
tenaga kesehatan. Apalagi dokter selaku profesional di bidang medik,
maka seharusnya dapat bertindak tepat pada saaat dibutuhkan. Di dasarkan
asas ini, suatu tindak yang harus segera dilakukan dalam rangka pelayanan
medik, demi kepentingan pasien tidak dapat ditunda semata-mata demi
kepentingan pribadi dokter.

4. Asas itikad baik. Di dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata disebutkan
bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (goede trouw),
namun pasal ini tidak menjelaskan artinya. Akan tetapi iktikad baik jika
dilihat dari terjemahaannya dari kata bona fides ( Bonus = saleh ; fides =
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5. Asas Kejujuran

Asas ini juga seharusnya melandasi kewajiban dokter untuk mematuhi
standar profesi dan menghormati hak pasien seperti yang diatur dalam
Pasal 53 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 1992 sebagaimana telah
disebutkan diatas. Pada umumnya kejujuran seseorang dapat
mengakibatkan perilakuknya dapat diduga sehingga mendorong orang lain
untuk percaya. Oleh karena itu kejujuran disebut sebagai salah satu faktor
yang dapat menumbuhkan sikap percaya, sehingga kejujuran merupakan
salah satu asas yang penting peranannya dalam suatu hubungan
kepercayaan.

Didasarkan asas kejujuran ini dokter berkewajiban untuk
memberikan pertolongan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pasien,
yaitu sesuai dengan standar profesinya. Penggunaan berbagai sarana yang
tersedia pada lembaga pelayanan medik, hanya dilakukan sesuai dengan
kebutuhan pasien yang bersangkutan.

6. Asas kehati-hatian

Asas ini tersirat dari ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-undang
No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, bahwa dokter bertanggung jawab
atas kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan profesinya. Pada
dasarnya, setiap orang sebelum melakukan sesuatu dalam hubungannya
dengan orang lain harus bersikap berhati-hati. Apalagi seorang dokter
sebagai seorang ahli atau profesional di bidang kesehatan, maka

tindakannya harus didasarkan atas ketelitiannya dalam menjalankan fungsi
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Walaupun sebenamya pengguguran kandungan (abortus) apapun alasannya
merupakan perbuatan yang dilarang.

Dari hasil wawancara penulis di RSU Pimgadi Medan, Dr. Ade Taufik
menambahkan bahwa dalam UU No. 23 Tahun 1992, tenting kesehatan,
abortus memang dilarang. Hanya abortus tertentu yang diperkenankan,
misalnya pada ibu yang usianya tidak memunginkan lagi untuk melahirkan,

inipun harus sepengetahuan dokter.

D. Dampak Aborsi Terhadap Korban

Melakukan abortus bukanlah merupakan suatu pekerjaan yang ringan,
oleh karena perbuatan ini dilakukan secara tidak hati-hati, akan dapat
mengakibatkan hilangnya jiwa si wanita yang mengandung tersebut. Hal ini
sering terjadi bila abortus itu dilakukan oleh orang yang tidak punya keahlian
tentang kandungan, misalnya tukang pijat, dukun, yang hanya mengandalkan
pengetahuannya berdasarkan pengalaman saja. Akan tetapi inilah yang sering
terjadi dalam masyarakat, karena selain bayarannya tidak terlalu mahal
dirasakan, risiko untuk ketahuan lebih besar.

Oleh karena itu, seorang yang mengerti hukum dengan baik tidak akan
mau melakukan abortus terhadap seorang wanita. Maka akibatnya sebagai
pelarian, para wanita yang tidak menghendaki janin dalam kandungannya,
akan mendatangi “abortir-abortir gelap” seperti dukun, tukang pijat, yang pasti
sudah mau melakukannya. Konsekuensi dari hal tersebut dapat dilihat bahwa
sering seorang wanita yang melakukan abortus mengalami pendarahan yang

hebat akibat abortus yang dilakukan serampangan yang akhirnya juga terpaksa
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BABV
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan pada uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan sebagai
berikut di bawah ini :

1. Dalam hukum pidana di Indonesia (KUHP) abortus provacatus criminalis
dilarang dan diancam dengan pidana, tanpa memandang latar belakang
dilakukannya dan orang yang melakukan, yaitu semua orang baik pelaku
maupun penolong abortus. Ini diatur dlaam Pasal 346, 347, 348 dan 349.
Sedangkan dalam Undang-undang No. 23 tahun 1992 diatur dalam Pasal
15 jo Pasal 80, 81, 82 tentang keschatan, yang memberikan pengecualian
abortus dengan alasan medis yang dikenal dengan istilah abortus
provocatus medicinalis.

2. Melihat ketentuan dan sanksi hukum aborsi sebagaimana tersebut di atas,
jelas bahwa alasan apapun tidak bisa dijadikan dasar untuk melakukan
aborsi, kecuali alasan medis. Melihat maraknya korban perkosaan yang
mengakibatkan hamil, kiranya penentu kebijakan untuk segera
menindaklanjuti kasus-kasus aborsi karena alasan darurat (terpaksa) bagi
wanita yang diperkosa dalam bentuk aturan hukum, pengecualian seperti
halnya alasan medis, dengan kriteria yang jelas dan tegas. Hal ini
dimaksudkan selain memberikan jalan kelvar bagi pelaku aborsi akibat
perkosaan, perlu juga diperhatikan antisipasi agar aturan pengecualian
yang akan diadakan tidak dijadikan justifikasi sebagian orang untuk
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